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A. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil tentang Akta Persetujuan dan Kuasa 

berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang 

Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak (selanjutnya disebut Akta) 

diajukan oleh Haryanti Susanto (Pemohon I) dan Victorina Arif (Pemohon II) 

yang dikuasakan kepada JJ Amstrong Sembiring, S.H. M.H., Yupiter Djami Ga, 

S.H., dan Iffen Yermias, S.H.  

 

 

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas 

Akta yang berketentuan sebagai berikut:  

“Untuk mewakili para penghadap, sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan 

Bersama yang telah ditandatangani dibuat di hadapan Notaris untuk 

melaksanakan proses balik nama (hibah) kepada penerima kuasa, untuk 

menjual, memindahkan, mengoperkan dan/atau mengibahkan kepada 

siapapun/pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh 

penerima kuasa”. 

  

C. BATU UJI 

Bahwa Akta a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat 

(5) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Para Pemohon. 



  
 

 

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap permohonan pengujian a quo, MK memberikan pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

 

1) Bahwa menurut Para Pemohon konstruksi hukum yang bertitik tolak dari 

prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata) dan asas konstitusionalitas (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), pemberlakuan atas Akta dapat dipersamakan dengan 

Undang-Undang pada umumnya dengan argumentasi bahwa prinsip Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “semua persetujuan 

yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya”; 

2) Bahwa oleh karena Akta tidak termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang 

dalam arti sebenarnya, baik proses pembentukannya maupun kekuatan 

mengikatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUD NRI 

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karena juga sebuah 

perjanjian atau kesepakatan sebagaimana didalilkan Para Pemohon hanya 

dibuat oleh para pihak yang bersifat privat, baik kepentingan maupun 

kekuatan mengikatnya, sehingga hal ini sangat berbeda dengan Undang-

Undang. 

3) Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak 

berwenang mengadili perkara a quo dan berdasarkan Pasal 48A ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. 

permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

mengadili perkara yang dimohonkan”. 

 

E. KETETAPAN 

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan 

Para Pemohon. 

 

 



  
 

 

F. PENUTUP 

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan 

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, oleh karena itu MK tidak berwenang mengadili 

permohonan untuk menguji Akta terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
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